BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM

Menimbang @ a. bashwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
: Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Pengagaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pariai
Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan oprasional
Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Umum DPRD %
Tahun 2008 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten
Muara Enim ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana fersebut pada huruf a
perfu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat-.. @ 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 1814);

2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tfentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomaor 4388) ; .

4  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tarnbahan
Lembaran Negara Repubiuk indonesia Nomor 4844) ;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republ!k
indonaak Mnor 4438)

ndang—UndmgNmerTahun mmMPartaiPnﬁ&k(Lanmamn

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 4801);
* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedmn Ta!a Cara Penghltungan Penganggaran Dalam APBD,

" MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG Bmmm KEUANGAN KEPADA
- PARTAI Pﬂ.l’ﬂl(

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

~ Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim. |
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2
" 3. Bupati adalah Bupati Muara Enim. }
4

. Dewan Perwakilan Rakyat Daemh yang salanjuhwa d:sebut DPRD
adaiahDswanPemaldlanRakyatDmhKabupathuamErﬂm

5. Anggaran Fendapa%an dan Belanja Daerah se!anjutnya disingkat
APBDadalahAngngendapatanDanBelmﬁnbmhKabwm
Muara Enim.

6. Mmmmnaddahmnmmnmnwngmumm

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara

proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan
PmﬂmnmhMPmnmnTmmwmm-*




8. KmmWMnUmmmmxmmwmuumﬂabupmn'
MuaraEnlm

9. Badan Kesatuan Bangsa, Pmnanpammmnuw'-
adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politlk Dan Perlindungan
Masyarakat Kabupﬂan Muara Enim. o | |

10.Tim Verifikasi Kahngkapan Mmlmshnm Pengaiuan Pannohonan
Bantuan Keuangan Partai Politik adalah yang selanjutnya disebut Tim
Verifikasi Kelengkapan Administarasi Pengajuan Permohonan
Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Muara Enim.

| BAB I |

 Pasal2

e L e e T o e

| (1)Banmank___':___.ﬂ.._.kepadapmmemmmmmmf -

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai
Politik yang mendapatkan kum dl DPRE% M Pemilu DPRD Tahun
- 2009, .

sabagaMnadljf' padaayatﬂ)ﬁianmmpwmhml -
yang perhitungannya berdasarkan jumlah pmolohen suara hasil \ _-
pemllu DPRD Tahun 2009. o

(4) Jumlah pemlahan suara hasil Pemilu DPRD tahun 2008
mana dime pﬂdﬂ ayat (3) dumtﬂ:'-;‘: hasil perhitungan

-'Pmls - R o

_ .Tata Cara Penghitungan bantuan kapada Partal Politik dari APBD
- sebugamam dimaksud dalam Pasal (2) ayat (3) adalah sebagal

a.-Banamya nilai bantuan per suara untak parhi politik yang

vdapat kursi di DPRD adalah jumiah bantuan APBD tahun

mggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara
yang mendapat kursi di DPRD Pemilu DPRD berdasarkan

- penghitungan suarayangdmknnobh Komisi Pemilihan
Umum, maka besarnya bantuan adalah Rp.922.500.000- :
267.223 = Rp 3452,- mrsuaralperhhun : - _

. '.uhun untuk Partal Paﬁtlk adﬁah jwrﬂah perclehan s
‘Pemilu DPRD Tmmmmnmm-
persuamﬂbagammmmmmwfa

mm
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(1)%muan surat ohonai bmman keuangan Partai Politik
disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai
Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan
mwkmmmmlummwm
rekening kas umum Partai Polrhk dengan melampirkan kelengkapan
admimsmbempa

a. Sumt Keputusan I-I'P partal pam yang menetapkan susunan
n DPC partai politik atau sebutan lainnya yang di
legalisir oieh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral;

b. Foto copy surat Ke&fangan NPWP;

c. Summnauhﬂmhwlmmpanmmm
dan suara partai poﬁhk hasil Pemilihan Umum DPRD yang

" d. Nomor rekening kas umurn Partai Politik yang dibuktikan dengan"
~ pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. Rencana penggunaandamhmtmnw Partai Politik;

fme realisasi penerimsan dan penggunaan ‘bantuan
~ keuange Hlun anggaran whetumnya. '

g. Surat pemyataan bemedra dmmtut mmi ‘peratt _
_perundangan yang berlaku apabila memberikan kehrangan'-f
~ yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC

' atausebmanlamnyadiahsmatemdenganmmmnkw

pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);

i mmm&mm. ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat. L

(2) Lampiran kelengkapan admmmu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua)

(3) Surat permochonan sebamwna dimaksud pada ayat (1)
tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
dan Kapala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

yagai temhut pada pmt 4 ayat ('Q harus di wﬂﬁkasa
kdermanadmhiami ' '

oo ogalir Ketua sty Selqotaris. Komiel Pemifan UMUMm o)




= et T

2. Veﬂ‘lﬂmsl istre
Pasal 5 ayat (1) dﬁakukﬂn uieh Tim Verifikasi

Politik.

3 Tknverlﬁkas!sebagahmnammmﬁnyaﬂudketuamm |

 Badan m Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

4. Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimena dimaksud pada ayat (2)

terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
‘Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Instansi terkait

- ymdﬂehpkmhbﬁwmmmumnnﬁum
Pasalﬁ

(1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan
'_ bantuan kauman__kepada____ __partal __ pl:ﬂi‘hk dnsampaman olah ) Tlm

(2) FonnatBeﬁmmmVemwmmdlmmdpmmm

tamarfhm dalam Lammn l Permum Bupah ini dan morwdmn .

ot 3

PENYALURAN BAWmmW
| Pasal 7 -
- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik

lilaksanakan oleh pejabat ‘keuangan daerah atas
permduanﬂupati

| (2) Ketua partai pomlk aiau eebutan lainnya menyampaikan tanda bukti
- penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana
dﬂnakm:dp&aayatﬁ)hepada&umﬂmmmbatpmgom

keuangan daerah
BABVI
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 Pasal8 | |

mwmmmwwm

pmnmkmmmmm&nmmm.v

Dewan Pimpinan Cabang Partaa Politik.
Pasai 9

_(1)mewdldmmmdmakwddMPasaﬂs) |

berkaitan dengan :

a. peﬂmgkmnmadamhakdankewaj»hanmasymmm

MEdupanbemmyarﬁmt berbangsa, danben'legara

b pamnglmtnn partisipasi politik dan |nlsiaﬁf maeyarakat dalam

- kehidupan bermasyamkat berbangsa dan bernegara; dan

Administrasi Panga;uan Pemohonan Bantuan Kauangan Partan- o




c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun
karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan partai politk  dilaksanakan dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun
etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10

Kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) berkaitan dengan :

a. administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa;

c.-pemeliharaan data dan arsip; dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.
BAB Vi

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Partai Politk yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat
pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana
bantuan keuangan.

Pasal 12

(1) Partai politk yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11  wajib  membuat laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang
bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun
setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 13

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian
bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan
sampal laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 14

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara
proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhimya
masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD tahun 2004 dalam tahun

- anggaran 2009, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil
Pemilu DPRD tahun 2008, sampai dengan sisa waktu tahun anggaran
20089.
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupata sm Wg
mmmmwmdmmmmmmmaupaﬂ -

Pasai 16
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tangga! dlundangimn

Agar setiap orang mng&huhya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da!am Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Dnatapkan di Muara Enim
pada tangg' 1LVS Oktober




Lampiran | : Persturan Bupati Muara Enim
Nomor  :25 Tahun2009
nggal :‘x‘:amwmmg'

B FORMAT BERITA_ ACARA ?ERIFIKASI S
KELENGKAPAN DMINISTRAS BANTUM! ﬁEUANGANKEPABA

" Pada hati it .o.......... 1aNQEAY .o, UIBA oo ; Y 11 Tim Verfikasi
MWMMBMMKMWKWN&PWWWMWMWW&MMM
Enim NOMOT © ..o ceereeeceementsaseeresseneanes tahun 2008, tanggal .........cccoovrvcnnnan. 2008, telah melaksanakan verifikasi

persyntmadmmmi mmmmmmmmmmcm{mnm_

Mhmvmmmmmmwmmm Tim
menyatakan bahwa Partai ... A s, 1olEN Memenuhl persyaratan untuk
mmwmmmmmmmmmmmm'
m Partai Pdiﬁk yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum DPRD tahun 2009 wbmyak
‘V s SUBTE SN X R = RBessnnsssssmson

......... _ Ini mmmmmmmmmw | o 1

TIHVEWIKASI |
‘MTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
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| FGRHAT LAPBRI&N PERTANGGUHGJAWABAN |
~ BANTUAN KEUANGAH PART AI POLmK TSR —

3 | 4

a Telepon dan Listrm
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